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BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAUIA TEITGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa untuk melatsalakan ketentuan daLam Pasal
19 Peraturarr Daerah Nomor 6 Tahun 2021 lelf,taf.g
Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahul Ar.g;prarl 2022;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nor\tot 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Keqa (Lembararl
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
42, Iarnbahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Dearah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggararr
Pendapatan dan Belanja Daerah Taleun Anggaran
2022 (l-e1nbara1]^ Daerah Kabupaten Banjarnegara
lahun 2O2\ Nomor 6);



Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalair semua hak dan kewajibal Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dljadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dal kewajiban Daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggararlr pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerai yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerair.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diatui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggarai
berkenaan.

7- Dal;ra Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerai untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daera-h guna mendanai kebutuhan Daerai da-lam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggarar
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik frsik maupun nonfisik yang
merupakan urusan Daerah.

9. Dana Bagi Hasil yang selarjutnya disingkat DBH adalal dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan menguralgi ketimpangan kemampuan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

10. Darla Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yarrg
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikal dengan tujual pemerataan kemampuan keuangan
antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaal Desentralisasi.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun arlggaran
berkenaan.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
da!/atau pengeluaral yang akan diterima kembali, baik pada talun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdii atas :

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI
ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

TENTANG PENJABARAN
DAN BELANJA DAERAH

4.
5.
6.



(1)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimala dimaksud dalam pasal 2 huruf asebesar Rp.2. I04.392.063.000.00.(; ua triliun 
"";;;;" .;;; .;rar risa ratussembitan putuh dua juta enam purln ds.il; ;;;;1,;.I!'u..'1,_u, , a^.i ,a. pendapatan asli daerai.

b. pendapatan fansfer.
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

TI91O{""^t,t gaera}r sebagaimana dimaksud datam pasal 3 huruf asebesar Rp.289.40s.831.00o,0b (dua ratus d"l"p"*;;;; ;;lilan miliar
i##;a',l: Iima juta delapan ratus tiga puluh 

""i" .trru 
-*pi"ht, 

yarg
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelo)aan kekayaan daerah Sang dipisahkan: dand. 

. 
tain lain pendapatan 

""ri 
a..J v"ig ":i. 

"'*"^*" """
!aj1{ -O 

erafr sebagaimara amatsuJ -pra" .v"t (i) huruf a sebesarRp-68.953.5O0.000.00 (enam putuh detapan .i*, '"1,,,, Uif", rarus timapuluh tiga juta [ima ratus ribu rupiah).
I.{!l"i daerah sebagaimana dima}sud pada ayar (l} huruf b sebesarRp.27.s4 t.475.ooO.oo tdua nrrluh tujuh ;iil ;im. '.JtrJ'."^p,,, prrrnsatujuta empat ratus rujuh puluh liml ribu rupiahi.Hasd pengelolaan kekavaan 

-daerah yang dipisahkan sebagarmanadimaksud pada ayat (1) huruf " ""u""i. ip ii'.e?.'o'ii.ooi,,oo t"ru.nbelas miliar sembilan ratus empat betas juta 
"""_;i;; tLga riburupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yalg- sah sebagaimana dimaksud padaayat (l) huruf c sebesar Rp. t 75.996.2s;3.ooo,0o (t ..ir"lrr:rr,1r,, r, [rn^miliar sembilan ratus sembitan puJuh enam j;; ;;;il ..t;j sembitanpuluh tiga ribu rupiah).

pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimaaa dimaksud dalam pasal 4 huruf asebesar Rp.68.953.SOO.O0O,OO"(enam puluh delapan miliar sembilan ratusIirna puiuh tiga jura tima ..ir".ib, ,u'piair1. yanllrail;;, ""
a Pajlk Hotel sebesar Rp.75O.ooO.obo,otj it":-"ll i.t""*fra puruh jutarupiah);
b. Pajak. Restoral- sebesar Rp.S.g0O.O0O.00O,OO (lima miliar delapanratusjuta rupiah);
c Pajl\ Hiburan sebesar Rp.250.O00.00O,0O (dua ratus lima putuh jutarupiah):
j |:fl 1l!T: *b":q Rp. Looo.ooo oo0.o0 (saru mitiar rupia,r):e. r-alak penerangan Jalan sebesar Rp.23.O00.000.00O.O0 idurr putuhtiga miliar- rupiah);
f Pajlk-.Parkir sebesar Rp.35O.OOO.OOO,OO (tiga ratus lima putuh jutarupiah);
g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.8OO.OOO.OOO,OO (delapan rat{s jutarupiah);
h. Pajak 

:arang.Burung Walet sebesar Rp.3.50O.O00,0O (tiga juta limaratus ribu rupiah)j, 
,a^111-{ll:*,. Pu 

kan tog.am dan Batuan sebesar Rp.4.sOO.oOO. ooo,oo
lempal mltla.r lrna rarus juta rupia}J;
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j. Pajal< Bumi dan Bangunar Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar
Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rp.5.5OO.0O0.0O0,0O (lima miliar lima ratus juta rupiah);

{2) Anggaran retribusi daera}r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
sebesar Rp.27.541.475.0O0,O0 (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat
puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima dbu rupiah), yarg terdiri
atas :

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar
Rp.519.708.300,00 (lima ratus sembflan belas juta tujuh ratus
delapan ribu tiga ratus rupiah);

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp.791.485.000,O0 (tuiuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus
delapal puluh lima ribu rupiah);

c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.3.051.464.495,00 (tiga miliar
lima puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus
sembilan puluh lima rupiah);

d. Retribusi Pengujian Kendaraal Bermotor sebesar
Rp.1.O08.000.000,O0 (satu miliar delapan juta rupiah);

e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp.75.0OO.00O,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah);

f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebesar Rp.5O0.O00.000,00 (lima ratus juta rupia}I);

g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeral sebesar Rp. 1.914.O2tt.205,O0
(satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua puluh delapal ribu
dua ratus lima rupiah);

h. Retribusi Terminal sebesar Rp.354.84O.OOO,00 (tiga ratus lima puluh
empat juta deLapan ratus empat puluh dbu lapiah);

i. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp.354.890.000,0O (tiga
ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu
mpiah);

j. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.10O.0O0.00O,0O (seratus
juta rupiah);

k. Retribusi Tempat Rekreasi dan Otahraga sebesar
Rp.18.487.059.O0O,O0 (delapan belas miliar empat ratus delapan
puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

l. Retribusi Penjua-lan
Rp.31O.0O0.O0O,0O (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dart

m. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutarl Umum
sebesar Rp.75.O0O.O0O,OO {tujuh puluh lima juta rupiah).

Anggaran hasit pengelolaan kekayaan daerah yarrg dipisahkan
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Bagian Laba
yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (I€mbaga Keuangan) sebesar Rp.16.914.063.000,00
(enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam puluh tiga ribu
rupiah).
Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp.175.996.793.O00,OO (seratus
tqjuh puluh lima miliar sembilal ratus sembilan puluh enam juta tujuh
ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidal< Dipisahkan sebesar
Rp.1.548.500.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan
juta lima ratus ribu rupia}r);

b. Hasil Kedasama Daerah sebesar Rp.105.000.O00,00 (seratu s lima
juta rupiah);

Produksi Usaha Daerah sebesar

(3)

(4)



c. Jasa Giro sebesar Rp.2.600.O00-00O,0O (dua miliar enam ratus juta
rupia}l);

d. Pendapatar Bunga sebesar Rp.5.000.000.000,O0 (lima miliar rupiah);
e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk l,ain sebesar

Rp.2.020.000.00O,O0 (dua miliar dua puluh juta rupiah); danf. Pendapatan BLUD sebesar Rp.164.723.293.OO0,00 (seratus enam
puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Anggarar pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
sebesar Rp.1.777.921.369.0OO,O0 (satu tritiun tujuh ratus tujuh puluh tujuh
miliar sembilan ratus dua puluh satu juta Liga ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah;. yang terdiri atas:
a. Pendapatan Tralsfer Pemerintah pusat sebesar

Rp.1.664.294.590.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh
ribu rupiah).

b. Pendapatan Transfer Antar Daera-h sebesar Rp.113.626.779.OOO,OO
(seratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus
tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yalg sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.37.064.863.00O,0O (tiga puluh tujuh miliar
enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang
merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Anggaral belanja daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
sebesar Rp.2.187.091.604.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh
miliar sembilal puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri
atas :

a. Belanjaoperasional.
b. Belaqja moda1.
c. Belanja tidat terduga. dan
d. Belanja transfer.

Pasal 9

Anggarar belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a sebesar Rp.1.476.823.609.O00,O0 {satu triliun empat ratus tujuh
puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus
sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai.
b. Belanja baralg dar jasa.
c. Belanja hibah.
d. Belanja bantual sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp.A74.621.116.O98,OO (delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam
ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu sembilan puluh
delapan rupiah).

(1)

(2)



(3)

14)

(5)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp.474.136.265.416,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar
seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat
ratus enam belas rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp.171.072.747.486,00 (seratus empat belas miliar tujuh puluh dua juta
tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam
rupiah).
Belanja barrtuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp.13.993.48O.0O0,O0 (tiga belas miliar sembilan ratus sembiian
puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiatr).

Pasal 10

Anggararl belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a sebesar Rp.874.621.1i6.O98,OO (delapan ratus tujuh puluh
empat miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu
sembilan puluh delapaa rupiah) terdiri atas :

a. Gaji darl tunjangan ASN;
b. Tambahar penghasilan ASN;
c. Tainbahan penghasilan berdasarkan perlimbangan objektif lainnya

ASN;
d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
I Belar'{a penerimaar lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH:
g. Belalja pegawai BOS; dan
h. Belanja pegawai BLUD.
Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp.575.762.A75.2a7,OO (lima ratus tujuh puluh lima milial tujuh
ratus enaln puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua
ratus delapan puluh tujuh rupiah).
Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf
b sebesar Rp.73.657.977.217,00 (tujuh puluh tiga milia-r enam ratus lima
puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh
belas rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan perlimbangan objektif lainnya ASN
sebagaimara dimaksud pada ayat {i) huruf c sebesar
Rp.186.548.476.672,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus
empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam
ratus tujuh puluh dua rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp.24.070.609.383,00 (dua puluh empat milia-r tujuh
puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga
rupiah).
Belartja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e sebesar Rp.795.8a2.197,OO (tujuh ratus sembilan puluh
lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh
tujuh rupiah).
Belarja penerimaan lahnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) hurul f sebesar Rp.72O.750.O0O,00
(tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dbu rupial).
Belalja pegawai BOS sebagaimana dimat<sud pada ayat (1) huruf g
sebesar Rp.33.660.0O0,0O (tiga puluh tiga juta enam ratus enafn puluh
ribu rupiah).

(1)

(2j

(3)
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(5)

(6)
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(8)



(9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
sebesar Rp.13.030.885.342,O0 (tiga belas miliar tiga puluh juta delapan
ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

Pasal 1 1

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimatsud dalam pasal 9 ayat
(1) hunrf b sebesar Rp.474.136.265.416,00 (empat ratus tujuh puluh empat
miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat
ratus enarn belas rupiah),yang terdiri atas :

a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.46.O73.344.966,0O (empat puluh
enam miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu
sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.142.505.600,O0 (seratus
empat puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);

c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.131.077.606.576,00 (seratus tiga puluh
satu miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam ribu lima ratus tujuh
puluh enam rupiah);

d. Belalja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.23.801.O83.714,00 (dua
puluh tiga miliar delapan ratus satu juta delapan puluh tiga ribu tujuh
ratus empat belas rupiah);

e. Belanja Sewa Tallah sebesar Rp.68.5OO.0OO,O0 (enam putuh delapan juta
lima ratus ribu rupiah);

f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.043.23O.000,00 (satu
miliar empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

g. Belanja Sewa Gedung dar1 Bangunan sebesar Rp.896.415.700,O0 (delapan
ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus
rupiai);

h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah);

i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.3.749.739.760,00 {tiga
miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh
sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

j. Belalja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.6.236.131.500,O0
(enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu
lima ratus rupiah);

k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.45.000.0O0,0O (empat puluh
lima.juta rupia}t);

l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihal sebesar Rp.6.818.921.000,00 (enam miliar delapan ratus
delapa,n belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

m. Belarja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutal Pajak
Daerah sebesar Rp.389.31 1.708,00 (tiga ratus delapa:r puluh sembilan juta
tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan rupiah);

n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
Daerah sebesar Rp.295.392.334,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta
tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.238.433.200,00
(tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat iatus tiga puluh tiga
ribu dua ratus rupiah);

p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.520.999.00O,O0
(satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah);

q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan ldgasi sebesar
Rp.451.853.OO0,0O {empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima
puluh tiga ribu rupiah);



r.

s.

t.

Belanja Pe{aJanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.25.536.999.9O0,O0 (dua
puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)i
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak l,ain/Masyarakat
sebesar Rp.2.773.80O.0O0,O0 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus ribu rupiah);
Belanja Barang da]I Jasa BOS sebesar Rp.83.159.319.214,00 (delapan
puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan
belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.136.815.178.244,00 (seratus
tiga puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh
delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

u.

Pasal 12

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf
c sebesar Rp.114.O72.747.486,O0 (seratus empat belas miliar tujuh puluh
dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratua delapaa puluh
enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Hibal kepada Badan dal kmbaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Peru ndang-
Undangan sebesar Rp.25.722.O23.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh
ratus dua puluh duajuta dua puluh tiga ribu rupiah);

b. Belanja Hibah kepada Badan dan kmbaga Nirlaba, Sukarela dan Sosia-l
yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar
Rp.38.2O8.291.476,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan juta
dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam
rupiah);

c. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.48.560.635.010,0O (empat puluh
delapan miliar Lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh lima
ribu sepuluh rupiah); dar

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesaJ
Rp.1.581.798.0O0,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satrr juta
tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasai 13

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
d sebesar Rp.13.993.48O.0O0,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan
puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Individu sebesar
Rp.3.237.5OO.0OO,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada lndividu sebesar
Rp.2.266.88O.000,O0 (dua miliar dua ratus enaln puluh enarn juta
delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. Belanja Bantuan Sosiat Uang yang Diberikan kepada Keluarga sebesar
Rp.8.430.OO0.00O,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

d. Belanja Bantuan Sosial Baralg yang Diberikan kepada Keluarga sebesar
Rp.29.10O.O0O,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu mpiah).

e. Belanja Bartuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Kelompok
Masyarakat sebesar Rp.30.00O.O0O,00 (tiga puluh juta rupiah).



t1)

Pasal 14

Anggaran Belar1ja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal g huruf b
sebesar Rp.281.616.490.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar
ena{r ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
terd iri atas :

a. Belanja Modal ?anah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; da]1
e. Belanja Modal Asel Tetap Lainnya.
Belanja Modat Tanah sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebesar Rp.39.644.425.9O9,0O (tiga putuh sembitar.r miiiar
enam ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.382.676.OO0,O0 (tiga ratus
- delapan puluh duajuta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.7.52O.580.OOO,OO atujuhmiliar lima ratus dua puluh juta lima ratus detapan puluh ribu

rupiah).;
c, Belalrja Modal Alat Bengkel dan AIat Ukur sebesar

Rp.228.750.000,O0 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh .atus
lima puiuh ribu rupiah);

d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rp.1.396.260.500,0O (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam
juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar
Rp.216.227.OOO,OO (dua ratus enam belas juta dua ratus dua
puluh tujuh ribu rupiah);

f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar
Rq.49.422.4OO,OO (empat puluh sembilan juta empat ratus dua
puluh dua ribu empat ratus rupiah);

g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.2.430.823.000,00
(dua miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh
tiga ribu rupiai);

h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.1.522.839.453,0O (satu miliar
lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan
ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

i. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.10.675.000,00 {sepuluh
juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiai);j. Belanja Modal Peralatan dar1 Mesin BOS sebesar
Rp.11.94O.750.656,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh
juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam
rupial); dan

k- Belaija Modal Peralatarl dan Mesin BLUD sebesar.
Rp. 13.945.421.900,O0 (tiga belas miliar sembilan ratus empat
puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus
rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bargunan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebesar Rp.135.996.606.261,00 (seratus tiga puluh lima
miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enanr ribu
dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

(2)

(3)

(4)



a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar
Rp.gO.126.606.261,OO {sembilan puluh mitiar seratus dua puluh
enam juta enam ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu
rupia}l); dan

b. Belanja Modal Gedung dan Balgunan BLUD sebesar
Rp.45.87O.O00.O0O,0O (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh
puluh juta rupiah).

(5) Belanja Modal Jalal, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufd sebesar Rp.98.743.141.700,00 (sembilan puluh delapan
miliar tqjuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh saru ribu
tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.60.783.61O.500,00 (enam puluh
miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enarn ratus sepulrrh ribu
lima ratus rupiah);

b. Belanja Modal Jembatar sebesar Rp.6.465.450.00O,00 (enam miliar
empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah);

c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.21.812.8O8.'/O0,0O
(dua puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus
delapan ribu tujuh ratus rupiah);

d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar
Rp. 649.90O.0OO,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta
sembilan ratus ribu rupiah);

e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan
Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.8.911.372.500,00
(delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh
dua ribu lima ratus rupiah); dan

t Belanja Modal Jalan, Jaringan dar:r Irigasi BLUD sebesar
Rp.12O.0O0.O00,0O (seratus dua puluh juta rupia}l).

(5) Belanja Modal Aset Tetap l.ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sebesar Rp.5.132.316.130,00 (1ima miliar seratus tiga puluh
dua juta tiga ratua enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah), yang
terdiri atas :

a. Belanja Moda.l Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar
Rp.90.746.000,OO (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh
enam ribu rupiah);

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 409.500.000,00
(empat ratus sembiLar juta lima ratus ribu rupiah);

c, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar
Rp.4.627.O7O.13O,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta
tqjuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah); dar

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,0O
(lima juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimala dimaksud dalam Pasa-l 8 huruf
c sebesar Rp.20.700.00O.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratusjuta ruprah).

Pasal 16

Anggaran Belalja Transfer sebagaimana dimatsud dalam Pasal 8 huruf d
sebesar Rp.407.951.505.000,00 (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus
lima puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas :



(1)

d.

c.

b.

(i)

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar
Rp.9.421.0O 1.100,0O (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta
sedbu seratus rupiai);
Belarja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Desa sebesar Rp.3.776.689,300,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh
enamjuta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota
kepada Desa sebesar Rp.366.743.814.600,00 {tiga ratus enam puluh
enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas
ribu enam ratus rupiah); dan
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.28.O 10.O00.0O0,0O {dua puluh
delapan miliar sepuluh juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a sebesar Rp.114.999.541.000,O0 (seratus empat belas miliar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh
satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
Anggararr Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp.98.849.541.0O0,0O (sembilan puluh delapan miliar
delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah).
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp.16.150.000.000,00 (enam belas miliar seratu s lima
puluh juta rupiah).

(2)

(3)

Pasal 18

Anggararl Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
sebesar Rp.98.849.541.0O0,0O (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus
empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 19

Selisih antara anggararl pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkar te{adinya defisit sebesar Rp.(82.699.541.000,00)
(delapan puluh dua miliar enarn ratus sembilan puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.82.699.541.OO0,0O
(delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh satu ribu rupiah).

12)

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 2,
dalam l,ampiran yang merupal<an bagian Lidak terpisahkan dari
Bupati ini terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Pendapatan, Belanja, darlPembiayaan;

tercartum
Peraturan

Menurut
Objek,



b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Keiompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belania, dan
Pembiayaan;
Daftar Narna Penerima, Alamat Penerima, darl Besaran
Hibah;
Daitar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan lfesaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
dan
Daftar Narna Penerima, Alamat Penerima, dan lJesaran
Belanja bagi Hasil.

c.

d.

Lampiran III

Lampiran lV

Lampban Ve.

I Lampiran VI

Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian yarlg
tidak terpisahkan dari Peraturarl Bupati ini.

PasaJ,22

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksaiaan anggaran
satuan keda perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banj arnegara
padatanggal 23-12-2021

P1h-BUPATI BANJARNE(]ARA

di Banjarnegara

ETARIS

23,t2-2021

DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
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